BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN KARO TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI KARO,

bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2017, disebutkan bahwa
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017
dapat diubah apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan
adanya  ketidaksesuaian dengan = perkembangan
keadaan dalam tahun berjalan yang ditetapkan dengan
peraturan bupati;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Karo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017;

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia, Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang ...



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangun Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diudah beberapa kali, terakhir
dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesa Nomor 4817));

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2017;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ
Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;

16. Peraturan Daerah : ...



Menetapkan

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor 22);

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 15
Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017,
Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo
Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karo Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah  Tahun  2016-2021 (Lembaran  Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten
Karo Tahun 2017 Nomor 03, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Karo Nomor 02);

Peraturan Bupati Karo Nomor 43 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Karo Nomor 25
Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017;

Peraturan Bupati Karo Nomor 06 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Karo
Tahun 2017 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KARO TAHUN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Karo Nomor 25
Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karo
Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 43 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karo nomor 25 Tahun 2016
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017
(Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 43) diubah sehingga
secara keseluruhan Lampiran dimaksud sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

111.



Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 2017

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

JERNIH TARIGAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2017 NOMOR ....



